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  ABSTRAK  - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti 
Kemas. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 10 Tahun 1995; 
UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 
Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 
Tahun 2015; PERMENHUB No. 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. 35 Tahun 2012; 
PERMENHUUB No. 36 Tahun 2012; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Depo Peti Kemas meliputi penyelenggaraan depo peti kemas, 
pengusahaan depo peti kemas, kantor cabang, pengawasan, kewajiban, sanksi 
administratif, dan tarif pelayanan jasa usaha depo peti kemas. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2016 dan 
ditetapkan tanggal 28 Juni 2016. 
 

  -  Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Depo Peti Kemas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Lampiran : 16 hlm. 

    
 


